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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di dalam kehidupan sosial pada umumnya, masyarakat akan selalu 

melakukan interaksi satu sama lain dalam bentuk apapun. Seringkali, hubungan 

antara subjek hukum maupun antara badan hukum merupakan suatu hubungan 

hukum yang sudah pasti dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan hukum. Suatu 

perbuatan hukum yang muncul untuk mengakomodasikan kepentingan-

kepentingan tertentu dari anggota masyarakat dalam hal ini adalah Perjanjian.  

Ketentuan yang diatur dalam Bab Kedua Buku III Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata diawali oleh Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

dengan menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.1 

Dari peristiwa di atas, timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang 

dinamakan perikatan. Perjanjian itu menciptakan suatu perikatan antara dua orang 

yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu merupakan suatu rangkaian 

perkataan yang di dalamnya terdapat janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan 

atau ditulis.2 

                                                           

1
 Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Seri Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari 

Perjanjian, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 7. 
2 Subekti (1), Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1. 
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Agar dapat mencapai tujuannya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak 

harus diwujudkan dengan pelaksanaan perjanjian sebagai pemenuhan hak dan 

kewajiban. Tujuan tidak akan tercapai apabila pemenuhan hak dan kewajiban tidak 

dilakukan.3 

Tujuan akhir dari setiap perjanjian adalah terpenuhinya prestasi yang 

dijanjikan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian itu. 

Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prestasi di sini 

adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh debitur, atau dengan kata lain sesuatu 

yang dapat di tuntut oleh kreditur, dimana dapat berupa memberikan/menyerahkan 

sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.4 

Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jual Beli 

merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk 

menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang 

disepakati.5 Terdapat dua pihak dalam perjanjian jual beli yaitu pihak yang satu 

disebut penjual dan pihak lainnya disebut pembeli. Uang dibutuhkan oleh pihak 

penjual dan barang dibutuhkan oleh pihak pembeli, perjanjian jual beli diatur 

dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mulai Pasal 1457 sampai 

dengan Pasal 1540. 

                                                           
3 Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Prenamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 290. 
4 R Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 4.  
5 Daniel, Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau dari Aspek Hukum 

Perdata, 2015, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
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Sehubungan dengan perjanjian jual beli, para pihak diberikan kebebasan 

oleh undang-undang untuk menentukan syarat-syarat harus dipenuhi. Hal ini 

terkandung dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 

sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.6 Perjanjian jual beli merupakan 

perjanjian yang sifatnya konsensuil. Hal ini terkandung pada Pasal 1458 

KUHPerdata yang berbunyi : “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah 

pihak, segera setelah pihak-pihak mencapai kesepakatan tentang barang tersebut 

beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum 

dibayar.  

Terdapat tiga belas asas dalam perjanjian, akan tetapi terdapat lima asas 

penting menurut para sarjana perdata, yaitu: 

1.   Asas Konsensualisme 

      Pasal 1320 ayat (1) Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata 

menyimpulkan bahwa asas konsensualisme merupakan asas yang 

menyatakan bahwa perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah 

pihak dan tidak diadakan secara formal.7 

2.   Asas Kebebasan Berkontrak 

      Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

menganalisis asas kebebasan berkontrak, yang menyatakan bahwa : “semua 

                                                           
6 Ratna Artha Windari, Hukum Perjanjian, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 4.  
7
 Salim H.S (1), Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 

2014, hlm. 10. 
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perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya”.8 

3.   Asas Personalia 

      Berdasarkan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Asas 

personalia  dinyatakan bahwa, “Pada umumya tak seorangpun dapat 

mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu 

perjanjian daripada untuk dirinya sendiri”. Suatu perjanjian hanya 

meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang 

membuatnya dan tidak mengikat orang lain (pihak ketiga).9 

4.   Asas Itikad Baik 

      Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

yang dinyatakan bahwa: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan 

iktikad baik”. Dengan rumusan iktikad baik adalah bahwa suatu perjanjian 

yang dibuat hendaknya dari sejak perjanjian ditutup, perjanjian tersebut 

sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan debitur 

maupun kreditur, maupun pihak lain atau pihak ketiga lainnya di luar 

perjanjian.10 

 

 

                                                           

8
 Salim H.S (2), Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak), Sinar Grafika, 

Jakarta, 2009, hlm. 9. 
9 Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Op. Cit, hlm. 15. 
10 Ibid, hlm. 80. 
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5.   Asas Pacta Sunt Servanda 

      Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian 

hukum.  Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt 

servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus 

menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana 

layaknya sebuah undang-undang. Asas pacta sunt servanda terkandung pada 

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan “Semua perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya”11 

Sebelum suatu perjanjian dilakukan, perlu diketahui bahwa Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata mengatur ketentuan mengenai syarat sahnya suatu 

perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320, yakni : 

1. Adanya kesepakatan  

2. Cakap  

3. Suatu hal tertentu 

4. Kausa yang halal.12 

Tetapi suatu perjanjian tidak selamanya dapat berjalan sesuai dengan 

kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Dalam situasi dan kondisi tertentu 

                                                           
11 Salim H.S (2), Op. Cit, hlm. 9. 
12 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl7018/pembatalan-jual-beli/ diakses 

tanggal 25 Agustus 2019 pkl 11.00 
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dapat terjadi berbagai hal, yang berakibat pembatalan perjanjian, baik dibatalkan 

oleh para pihak maupun atas perintah pengadilan.13 

Dalam prakteknya perjanjian jual beli dimungkinkan untuk dibatalkan secara 

sepihak atau atas kesepakatan kedua belah pihak. 

Pasal 1266 KUHPerdata mengatur syarat batal suatu yang menyebutkan 

bahwa perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak dengan syarat perjanjian 

harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan 

kepada hakim. Pembatalan dianggap melanggar Undang-Undang apabila tidak 

memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas yaitu Pasal 1266 tersebut. Selain 

itu, pendapat pertimbangan lain dapat dilihat dari alasan pembatalan perjanjian, 

pembatalan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum jika terdapat 

kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk 

memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan, karena 

kesewenang-wenangan atau memanfaatkan posisi lemah atau keadaan merugikan 

dari pihak lawan di luar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, 

sehingga bukan merupakan wanprestasi, namun lebih ke arah melanggar 

kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian.14 

                                                           
13 Fatmawati, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, “Kajian Yuridis Pembatalan Perjanjian 

Pengikatan Akta Jual Beli Tanah Terkait Syarat Subjektif”, Jurnal Repertorium Vol. 6 No. 1, 2019, hlm. 

4. 
14 Gerry R. Weydekam, “Pembatalan Perjanjian Sepihak sebagai Suatu Perbuatan Melawan 

Hukum”, Jurnal Lex Privatum Vol. 1 No.4, 2013, hlm. 148  
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Pembatalan perjanjian jual beli secara sepihak juga terjadi kepada pembeli 

yang telah memberikan uang panjar kepada penjual sebagai tanda jadi 

pembayaran. Pada awalnya, penjual menekan pembeli untuk membayar uang 

panjar. Pembeli kemudian menyanggupi karena tidak mengetahui harga pasaran 

dari barang yang ditransaksikan. Dikarenakan penjual terus menekan agar 

memberikan uang panjar, akhirnya pembeli memberikan tanda jadi sebesar Rp 

3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Setelah memberikan tanda jadi tersebut, penjual 

masih terus menekan pembeli untuk membeli barang tersebut dan menurunkan 

harga barang yang tadinya senilai Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) 

menjadi Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Kemudian, pembeli 

mendapati bahwa barang terdapat cacat tersembunyi sehingga ingin membatalkan 

perjanjian jual beli dan menghendaki untuk dikembalikannya uang panjar yang 

telah diberikan kepada pembeli.15 

Dalam ilmu hukum, istilah panjar dikenal dalam hukum adat Indonesia yakni 

perikatan panjar. Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat 

Indonesia (hal. 213-214) mengatakan bahwa panjar itu diartikan sebagai tanda 

jadi, yang di dalamnya terselip unsur saling percaya mempercayai antara para 

pihak. Panjar itu muncul apabila dalam suatu sikap tindak tertentu (misalnya jual 

beli) telah terjadi afspraak, di mana salah satu pihak (dalam jual beli adalah 

pembeli) memberikan sejumlah uang sebagai “panjar” atau tanda jadi. Adanya 

                                                           
15 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl7018/pembatalan-jual-beli/, Op.Cit 
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pemberian ini menimbulkan keterikatan antara kedua belah pihak. Dengan 

demikian apabila tidak diberi panjar, maka kedua belah pihak merasa dirinya tidak 

terikat pada kesepakatan yang telah dilakukan. Jadi, kesepakatan saja tidak 

menimbulkan keterikatan (dalam hukum adat).  

Menurut hukum adat, arti dari panjar itu hanyalah demikian, yaitu panjar 

akan hilang apabila pihak yang memberikan panjar tidak menepati kesepakatan, 

namun panjar dapat dikembalikan atau ditambah membayar uang sebesar panjar 

apabila yang menerima panjar yang melalaikan kesepakatan itu. 

Berdasarkan Pasal 1464 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama 

dengan hukum adat Indonesia, yang mengatur mengenai uang panjar: “Jika 

pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak 

dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau 

mengembalikan uang panjarnya.”16 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “Pembatalan Jual Beli Secara Sepihak 

Berdasarkan Cacat Tersembunyi Pada Objek Jual Beli”. 

 

 

 

 

                                                           
16 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50e74bdfb18c3/bolehkah-menolak-

kembalikan-uang-panjar-jika-pembelian-batal/ diakses 27 Agustus 2019 pkl 16.00 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diangkat adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah akibat hukum pembatalan jual beli berdasarkan cacat tersembunyi 

dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? 

2. Apakah perlindungan hukum bagi pihak pembeli yang telah memberikan uang 

panjar jika perjanjian jual beli dibatalkan secara sepihak oleh penjual? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan judul skripsi di atas, penulis membuatnya bertujuan untuk: 

1. Mengetahui akibat hukum pembatalan jual beli  oleh Pembeli berdasarkan 

cacat terembunyi dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

2. Mengetahui perlindungan hukum yang tepat bagi pembeli yang telah 

memberikan uang panjar jika perjanjian jual beli dibatalkan secara sepihak 

oleh penjual. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu: 

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum 

perdata dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan 

referensi bagi penelitian selanjutnya. 
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2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi 

masyarakat umum sebagai sumber informasi dan bahan terkait dengan perkara 

pembatalan sepihak; dan diharapkan dapat menyadarkan pada masyarakat 

tentang betapa pentingnya legalitas perjanjian. 

 

E. Kerangka Teori 

Dalam membahas dan menjelaskan penelitian ini, dibutuhkan kerangka 

teoretik sebagai petunjuk dalam menyelesaikannya. Untuk itu, teori yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Teori Perjanjian 

Pasal 1313 KUHPerdata menerangkan pengertian perjanjian. 

Berdasarkan pasal tersebut, “perjanjian adalah perbuatan dimana satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinnya terhadap satu orang atau lebih lainnya.” 

Dalam penggunaannya teori perjanjian ini tunduk pada syarat sah perjanjian 

yang berlaku dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di 

antaranya yaitu: 

a. Kesepakatan antara para pihak 

Kesepakatan merupakan unsur mendasar dari sebuah perjanjian. Suatu 

perjanjian tidak akan ada apabila tidak ada orang yang sepakat untuk 

saling mengikatkan diri dalam perjanjian. Kesepakatan dalam hal ini 
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artinya adanya suatu kesadaran untuk saling mengikatkan diri dalam 

suatu perjanjian tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.17 

 

b. Cakap atau dewasa untuk membuat suatu perjanjian 

Seseorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian 

jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin 

sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun 

ke atas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh 

di bawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan atau 

pemboros.18  

 

c. Suatu hal tertentu 

Tidak ada perjanjian tanpa adanya suatu hal yang diatur. Hal tertentu itu 

bisa berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat 

sesuatu. Apabila perjanjian tersebut menyangkut mengenai suatu barang 

maka barang tersebut harus bisa terukur sehingga dapat diperjanjikan. 

 

 

 

                                                           
17 Satriyo Wahyu Harsoyo, “Tinjauan Yuridis Pengajuan Pembatalan Perjanjian Jual Beli 

Saham Perusahaan Secara Sepihak”, ARENA HUKUM Vol. 8 No.1, 2019, hlm. 128. 
18 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, 

hlm. 29. 
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d. Suatu sebab yang diperbolehkan 

Suatu perjanjian tidak boleh mengatur hal yang bertentangan dengan 

ketentuan hukum. Apabila terdapat suatu perjanjian yang bertentangan 

dengan hukum maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.19 

Keempat syarat di atas adalah syarat mutlak yang harus ada atau dipenuhi 

dari suatu perjanjian, Perjanjian dianggap tidak akan pernah ada tanpa syarat-

syarat tersebut. Syarat pertama dan kedua yaitu kesepakatan para pihak dan 

kecakapan untuk membuat suatu perikatan dinamakan syarat subyektif karena 

mengenai orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan 

syarat ketiga dan syarat keempat yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal, 

dinamakan syarat obyektif dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. 

Perjanjian dapat dituntut pembatalan jikan syarat subjektif tidak 

terpenuhi. Artinya ialah, bahwa salah satu pihak mempunyai hak untuk 

meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang menuntut pembatalan 

tersebut, adalah salah satu pihak yang dirugikan atau pihak yang tidak cakap. 

Sedangkan perjanjian batal demi hukum jika syarat obyektif yang tidak 

terpenuhi. 

Menurut Subekti, perjanjian merupakan keadaan dimana seorang berjanji 

kepada orang lain atau dimana dua orang itu berjanji untuk melaksanakan 

suatu hal.20 Menurut Utrecht, dalam buku yang ditulis oleh Suroso perjanjian 

                                                           
19 Satrio Wahyu Harsoyo, Op.Cit, hlm. 129. 
20 Subekti (1), Loc.Cit 



13 

 

 

 

berasal dari overeenkomst, sedangkan menurut Ikhsan dalam buku yang sama, 

perjanjian berasal dari verbintenis. Menurut Suroso sendiri perjanjian adalah 

timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang kemudian 

dinamakan perjanjian.21 Istilah perjanjian sering juga diistilahkan dengan 

istilah kontrak.22 

Salim H.S, mengatakan, istilah perjanjian merupakan terjemahan dari 

kata overeenkomst (Belanda) atau contract (Inggris).23  

Sudut pandang yang berbeda menajdi penyebab perbedaan pandangan 

mengenai definisi perjanjian, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari 

perbuatan yang dilakukan subyek hukumnya. Sedangkan pihak yang lain 

meninjau dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak sarjana 

yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut. 

Menurut pendapat yang banyak dianut (communis opinion cloctortinz) 

perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk 

menimbulkan suatu akibat hukum.24 

Hukum perjanjian mengenal tiga asas penting, yaitu asas konsensualisme, 

asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda.  

 

                                                           
21 R. Suroso, Op.Cit, hlm. 3. 
22 Abdul Rasyid Saliman dkk, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus, 

Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 49. 
23 Salim H.S (3), Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 160. 
24 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 

97-98. 
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a. Asas Konsensualisme  

Asas konsensualisme adalah bahwa suatu perikatan itu terjadi sejak saat 

tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain, perjanjian 

itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan 

tidaklah diperlukan suatu formalitas.25 Berdasarkan Pasal 1320 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), menyatakan bahwa syarat 

sahnya sebuah perjanjian yang pertama adalah kesepakatan kedua belah 

pihak. Maksudnya bahwa perikatan pada umumnya tidak diadakan secara 

formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan 

tersebut dapat dibuat dalam bentuk lisan maupun tulisan sebagai alat 

bukti. 

 

b. Asas Kebebasan Berkontrak  

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting dalam 

hukum perjanjian. Kebebasan ini merupakan perwujudan dari kehendak 

bebas, pancaran hak asasi manusia. Salim HS menyatakan, bahwa asas 

kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan 

kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, 

mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, 

pelaksanaan, dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian, 

                                                           
25 Subekti (1), Op.Cit, hlm. 15. 
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yaitu tertulis atau lisan.26 Sedangkan Abdulkadir Muhammad 

berpendapat, kebebasan berkontrak dibatasi dalam: 

1) Tidak dilarang oleh undang-undang 

2) Tidak bertentangan dengan kesusilaan 

3) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.27 

 

c.    Asas Pacta Sunt Servada  

Asas Pacta Sunt Servada berhubungan dengan akibat dari perjanjian, 

yaitu asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Hal 

ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan: 

“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya.” Adagium (ungkapan) pacta sunt 

servanda diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat 

oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk 

dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum 

mengikat.28 

                                                           
26 Salim HS (3), Op.Cit, hlm. 158. 
27 Abdulkadir Muhammad (1), Hukum Perikatan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990, hlm. 

84.  
28 Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, 

Cetakan 2, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 98. 
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Suatu perjanjian secara hukum harus memenuhi unsur-unsur yang dibagi 

menjadi tiga yaitu: unsur essensialia, unsur naturalia, dan unsur 

accidentalia.29  

Lahirnya suatu perjanjian membutuhkan unsur penting dan mutlak yang 

harus dipenuhi seperti unsur essensialia.30 Unsur essensialia dimaksudkan 

untuk memberikan kejelasan dari apa-apa sebenarnya yang mutlak harus 

disepakati dalam suatu perjanjian sehubungan dengan jenis aktivitas yang 

akan disepakati. Misalnya, dalam perjanjian sewa-menyewa, harga sewa  dan 

juga hak-hak dari si penyewa harus jelas agar dapat menikmati penggunaan 

objek yang disewa tersebut tanpa adanya gangguan dari pihak-pihak lain 

selama masa perjanjian sewa menyewa.31 Unsur esensialia dari suatu 

perjanjian mewujudkan bentuk utuh dari suatu perjanjian, jika hal itu tidak 

dipenuhi, maka tuntutan terhadap pemenuhan perjanjian tidak dapat diterima. 

Unsur naturalia adalah unsur yang sudah diatur dalam Undang-Undang 

dan berlaku untuk setiap perjanjian, apabila para pihak tidak mengaturnya.32 

Seringkali, dalam suatu perjanjian para pihak hanya mengatur secara 

sederhana, misalnya dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan bunga, 

sehingga secara naturalia berlaku besarnya bunga menurut undang-undang 

                                                           
29 Ricardo Simanjuntak, Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Kontan 

Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 114. 
30 Ibid, hlm. 114-115. 
31 Ibid, hlm. 115. 
32 I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Implementasi Ketentuan-ketentuan 

Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak, Udayana University Press, Denpasar, 2010, hlm. 

35.  
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sebesar 6 persen setahun (Pasal 1767 KUHPerdata jo. Lembaran Negara tahun 

1848 No. 22). Dalam jual beli diatur mengenai cacat tersembunyi, 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1504 KUHPerdata.33 

Unsur Accidentalia adalah unsur yang menggambarkan keterbukaan dari 

suatu perjanjian dalam mewujudkan prinsip kebebasan berkontrak bagi para 

pihak.34 Para pihak dalam hal ini dapat memperjanjikan hal-hal yang telah 

disepakati bersama dan menuangkannya dalam perjanjian, meskipun hal-hal 

yang disepakati tersebut tidak secara tegas diatur dalam Undang-Undang yang 

telah ada, selama bentuk-bentuk kesepakatan tersebut telah memenuhi dasar 

dari persyaratan keabsahan suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 

KUHPerdata.35 

Secara umum undang-undang telah mengatur tentang perjanjian jual-beli, 

sehingga dapat dikatakan perjanjian jual-beli yang dilakukan terhadap objek 

berupa barang adalah perjanjian yang bernama. Pasal 1457 sampai dengan 

Pasal 1540 KUHPerdata mengatur tentang Perjanjian Jual Beli.36  

Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata yang memberikan 

pengertian jelas mengenai perjanjian jual-beli, yaitu suatu persetujuan dengan 

mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, 

                                                           
33 Ibid, hlm. 35-36. 
34 Ricardo Simanjuntak, Op.Cit, hlm. 115.   
35 Ibid, hlm. 115-116. 
36

 RR Dewi Anggraeni, Acep Heri Rizal, “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-

Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan”, Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i Vol. 6 

No. 3, 2019, hlm. 225. 
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dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Pengertian lain 

tentang perjanjian jual-beli yang dijelaskan pada Pasal 1313 KUHPerdata 

adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri 

terhadap satu orang lain atau lebih.37 

 

Perjanjian Jual Beli 

Terjadinya perjanjian jual-beli terhadap sebuah barang, apabila telah 

terjadi kesepakatan. Oleh sebab itu, kata sepakat merupakan syarat sahnya 

perjanjian sesuai dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Menurut Pasal 1458 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan transaksi perjanjian jual-beli 

tersebut dianggap sah secara hukum apabila “jual beli dianggap telah terjadi 

antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu telah mencapai 

kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu 

belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.38 

Dari penjelasan Pasal 1458 KUHPerdata di atas, terdapat unsur-unsur 

yang harus ada agar tercipta suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli, 

yang mana adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjual 

maupun pembeli. Kewajiban-kewajiban tersebut ialah:39 

a. Adanya kewajiban dari penjual untuk memberikan barang yang telah dibeli. 

                                                           
37 Ibid, hlm. 225-226. 
38 Ibid, hlm.226. 
39 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 181.   
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b. Adanya kewajiban dari pembeli untuk membayarkan sejumlah uang dari 

besaran nilai objek yang diperjanjikan terhadap penjual. 

Penyerahan barang dan uang menjadi landasan yang mendasari 

berlakunya perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh masing-masing pihak 

yang mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat. Jika masing-masing pihak 

telah sepakat atas objek yang dijual untuk menjadi objek perjanjian maka 

penyerahan akan dilakukan.40 

Arti kata sepakat pada perjanjian jual-beli adalah penjual menawarkan 

sebuah objek berupa barang dan pembeli menyetujui penjualan barang 

tersebut. Tetapi, jika pembeli tidak menyetujui ketikan penjual menwarkan 

barang tersebut, maka dalam hal ini belum terjadi kesepakatan yang 

dimaksud. Sebaliknya, berdasarkan penjelasan Pasal 1338 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata apabila masing-masing pihak telah sepakat terhadap 

objek atau barang yang diperjualbelikan sebagai objek perjanjian serta dalam 

hal ini telah terpenuhi syarat sahnya perjanjian dan masing-masing pihak 

menuangkannya dalam akta dan ditandatangani, maka secara sah dan 

meyakinkan perjanjian jual-beli tersebut dapat dijalankan menjadi undang-

undang bagi mereka yang membuatnya.41 

Meskipun dalam perjalanannya pelaksanaan perjanjian jual-beli dalam 

proses penyerahan barang antara penjual dan pembeli, harus juga 

                                                           
40 Subekti (2), Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung 1995, hlm. 2. 
41Ahmad Miru, Op. Cit, hlm. 127. 
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memperhatikan beberapa hal dalam proses penyerahan barang. Beberapa hal 

ini seharusnya dapat ditulis dalam akta perjanjian sebagai pedoman masing-

masing pihak dalam proses penyerahannya. Hal-hal tersebut adalah sebagai 

berikut:42 

a. Proses penyerahan barang/benda bergerak. Cara penyerahan barang/benda 

bergerak yaitu dengan cara penyerahan secara langsung dari benda 

tersebut. Makna langsung adalah penyerahan dengan memberikan 

barang/benda tersebut kepada penerima barang. 

b. Proses penyerahan barang/benda tidak bergerak. Cara penyerahan 

barang/benda tidak bergerak yaitu dengan cara balik nama. Proses balik 

nama dilakukan dengan penyerahan akta balik nama dari penjual kepada 

pembeli. 

 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, 

perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan 

masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui 

pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.43 

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk 

                                                           

42
 Salim H.S (2), Op. Cit,hlm. 49. 

43 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.  
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mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak 

terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang 

diberikan oleh hukum.44 

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum 

adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-

hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan 

hukum dari kesewenangan.45 Sedangkan menurut Setiono, perlindungan 

hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari 

perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan 

hukum, serta mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga 

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.46 

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia 

yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada 

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya 

hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan 

rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai 

                                                           
44 Satjipto Raharjo (1), Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53-54. 
45 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, 

hlm. 1-2. 
46 Setiono, Rule of Law(Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana 

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3. 
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ancaman dari pihak manapun.47 Terdapat dua bentuk perlindungan hukum, 

yaitu:48 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang 

diberikan permerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa 

atau pelanggaran. 

b. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum berupa 

sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan 

apabilatelah terjadi sengketa atau pelanggaran sebelumnya. 

 

F. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup dalam skripsi ini yaitu membahas tentang perjanjian jual beli 

serta perlindungan hukumnya terhadap para pihak jika perjanjian jual beli 

dibatalkan secara sepihak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

 

G. METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian diartikan sebagai salah satu cara yang dilakukan oleh 

penulis untuk memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penelitian.49 

                                                           
47 Satjipto Rahardjo (2), Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, 

Jurnal Masalah Hukum, 1993. 
48 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Magister Ilmu 

Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14. 
49 Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm. 42. 
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Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup yang akan dibahas, maka penulis 

mengadakan penelitian dengan metode sebagai berikut: 

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis 

penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum 

normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip 

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang 

dihadapi.50 Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas 

hukum. 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dgunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) 

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua 

undang-undang dan semua regulasi yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang sedang ditangani.51 Dengan memahami kandungan filosofi 

yang ada di belakang undang-undang yang digunakan, peneliti dapat 

menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-

undang dengan isu yang sedang dihadapi.52 

                                                           
50 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35. 
51 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, hlm. 93. 
52 Ibid, hlm. 94. 
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b. Pendekatan Konseptual 

Pendekatan konseptual ini menelaah dari pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan 

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, maka 

akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, 

konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu 

yang dihadapi.53 

 

3. Sumber-Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 

artinya mempunyai otoritas.54 Bahan-bahan hukum primer terdiri dari 

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.55 Bahan hukum primer 

yang digunakan yaitu: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

 

 

                                                           
53 Ibid, hlm. 95. 
54 Ibid, hlm. 141. 
55 Ibid. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks 

berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para 

sarjana yang mempunyai kualitas tinggi.56 Bahan hukum sekunder lainnya 

terdiri dari karya ilmiah, hasil penelitian yang berhubungan dengan 

permasalahan dalam skripsi ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu memberikan petunjuk-petunjuk maupun 

menjelaskan permasalahan tentang hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Selain itu dalam bahan hukum tersier ini dibantu dengan bacaan-bacaan 

berupa kamus, ensiklopedia, media cetak dan buku-buku literatur yang 

berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini. 

 

        4.   Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

             Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan dan 

memeriksa atau menelusuri peraturan perundang-undangan, bahan pustaka, 

buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan sumber-sumber lainnya yang 

berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. Setelah dilakukannya 

pengumpulan bahan-bahan hukum ini, selanjutnya dilakukan pengelolaan 

                                                           
56 Ibid, hlm. 142. 
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bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematika 

terhadap bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. 

 

 5.   Analisis Bahan Hukum 

             Analisis data merupakan penafsiran terhadap hasil pengolahan data.57 

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

bersifat deskriptif analitis sedangkan analisis data yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif 

tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna hukum yang 

dijadikan rujukan dalam menyelesaikan hukum yang menjadi objek kajian.58 

 

 6.   Teknik Penarikan Kesimpulan 

           Teknik penarikan kesimpulan dalam proposal skripsi ini didapat dari data-

data yang   diperoleh dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan 

menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari 

data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.59 

 

 

                                                           
57 Ibid, hlm. 58. 
58 Ibid, hlm. 107. 
59 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit. Hlm 202. 
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